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Kecelakaan lalu lintas di Indonesia setiap tahunnya terbukti telah menyebabkan 
berbagai macam kerugian bagi para pihak khususnya pengemudi. Penanganan 
kecelakaan lalu lintas itu sendiri diatur oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tidak bisa dipungkiri pula bahwa ada 
beberapa jenis kecelakaan yang bisa berhenti proses hukumnya karena tidak 
memenuhi unsur tindak pidana. Sehingga dalam membuktikannya harus dilakukan 
penelitian secara yuridis empiris guna menyinkronkan antara Undang-Undang dengan 
fakta yang dilapangan. Diantara banyak daerah di Indonesia, Kabupaten Sragen dalam 
hal ini telah beberapa kali menerapkan penghentian penyidikan terhadap pengemudi 
dikarenakan ada unsur yang mampu menghapus pertanggungjawaban pidana bagi 
pengemudi, ditandai dengan diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan. 
Adapun proses hukumnya berhenti pada tahap penyidikan, baik melalui pemeriksaan 
acara cepat, singkat, dan biasa. 
Kata Kunci: pengemudi kendaraan bermotor, kecelakaan lalu lintas, 
pertanggungjawaban pidana, penghentian penyidikan. 
 
ABSTRACT 
Traffic accidents in Indonesia each year has proven to cause various damages to the 
parties, especially the driver. Handling traffic accidents it self is regulated by Law 
Number 22 Year 2009 regarding Traffic and Road Transportation. Can not be denied 
also that there was some kind of accident that could stop the legal process because it 
does not meet the elements of a criminal offense. Prove it to do so in the juridical 
empirical research in order to synchronize the Act with the fact that field. Among the 
many areas in Indonesia, Sragen in this case has a number of times to apply the 
termination of the investigation against the driver because there is an element that is 
capable of removing criminal liability for the driver, characterized by the issuance of 
Warrant Termination of Investigation. As for the legal process stops at the stage of 
investigation, either through examination of fast events, short, and plain. 






Kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya memang tidak 
bisa dipungkiri telah menyebabkan berbagai macam kerugian bagi para pihak yang 
terlibat kecelakaan itu sendiri maupun pemerintah. Banyaknya sorotan dan stigma 
dari masyarakat yang ditujukan kepada pemerintah pusat maupun daerah, 
menyebabkan banyak instansi yang berhubungan langsung dengan jalan dan lalu 
lintas, harus banyak membenahi berbagai macam kekurangan yang ada. 
Kemudian berbicara mengenai kecelakaan lalu lintas, salah satu kabupaten di 
Jawa Tengah yang bisa dikatakan memiliki tingkat kerawanan terjadinya kecelakaan 
lalu lintas diantaranya adalah Kabupaten Sragen. Tingginya angka kecelakaan lalu 
lintas yang terjadi di Kabupaten Sragen, tidak lain dikarenakan Kabupaten Sragen 
memiliki jalan penghubung antara Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur yang bisa 
dikatakan sangat panjang, namun tidak didukung dengan lebar jalan yang ideal, 
bahkan hampir 60 persen panjang jalan tersebut bisa dikatakan sempit. 
Berdasarkan data dari Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Sragen itu sendiri,  
kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Sragen pada tahun 2013 terjadi sebanyak 769 
kasus kecelakaan lalu lintas. Korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas 
yakni sejumlah 108 jiwa. Hal ini tidak lain dikarenakan masih banyaknya kesalahan 
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Setelah memaparkan uraian diatas, maka penulis menarik beberapa 
permasalahan yang perlu dikemukakan yakni; Bagaimana prosedur penghapusan 
pertanggungjawaban pidana bagi pengemudi dalam kecelakaan lalu lintas yang 
dilakukan oleh Satlantas Polres Sragen; Bagaimana implementasi Undang-Undang 
No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap penghapusan 
pertanggungjawaban pidana bagi pengemudi dalam kecelakaan lalu lintas yang ada di 
Polres Sragen; serta Bagaimana kendala yang dihadapi dalam pengimplementasian 
Undang-Undang  No. 22 Tahun 2009 di Polres Sragen. 
Selanjutnya penelitian ini bertujuan untuk memperjelas mengenai bentuk-
bentuk pertanggungjawaban pidana dalam suatu perkara kecelakaan lalu lintas, serta 
hal-hal apa saja yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut. 
Ditambah lagi dengan peran Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 dalam menangani 
suatu perkara kecelakaan lalu lintas beserta kendala yang dihadapinya. 
Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni dapat 
memberikan pengetahuan mengenai sistem penghapusan pertanggungjawaban pidana 
terhadap suatu perkara kecelakaan lalu lintas, dan memberikan pengetahuan mengenai 
penerapan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 dalam masyarakat, beserta 
kendalanya yang dihadapinya. 
Untuk jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, 






 Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 
metode yuridis empiris, yakni mengkaji suatu peraturan perundang-undangan, dan 
kemudian menghubungkannya dengan realita yang terjadi dalam masyarakat.
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Kemudian untuk metode pengumpulan data yakni melalui wawancara langsung 
kepada narasumber yang bersangkutan.
4
 Metode analisis data penelitian ini adalah 
analisis data kualitatif, yakni analisis yang tidak harus dilakukan dengan lokasi yang 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Prosedur Penghapusan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pengemudi Dalam 
Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dialkukan Oleh Satlantas Polres Sragen 
Pembahasan mengenai tindak pidana sebagai masalah pokok hukum pidana 
akan memperlihatkan arti pentingnya tindak pidana sebagai salah satu dari tiga 
masalah pokok hukum pidana, yaitu: (1) Masalah perbuatan yang dilarang dan 
diancam pidana atau tindak pidana; (2) Masalah pertanggungjawaban pidana dari si 
pelaku; (3) Masalah sanksi atau pidana.
6
 
Dalam pembahasan mengenai suatu tindak pidana maka akan terdapat pula 
suatu pertanggungjawaban pidana dialamnya. Para guru besar hukum pidana di 
Indonesia maupun Belanda lebih banyak menggunakan istilah kemampuan 
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bertanggungjawab. Hal ini dikarenakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana di 
seluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang pertanggungjawaban pidana, 




Kemudian dalam hukum pidana juga dikenal dengan adanya alasan penghapus 
pertanggungjawaban pidana sering disebut dengan strafuitsluitingsgronden. 
Strafuitsluitiningsgronden yang dalam praktek sering disebut dengan ‘faits d’excuse’ 
itu juga masih dibagi menjadi dua bagian yang tersebut dalam aturan umum 
(algemene), seperti pada Pasal 44, 48-51 KUHP, dan yang tersebut dalam delik 
khusus (bijzondere) seperti pada Pasal 166, 221 (2), 310 (3) KUHP.
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Dalam sebuah perkara kecelakaan lalu lintas, teknik penyelesaian yang 
dilakukan yaitu dengan menggunakan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan jalan sebagai landasan dasar. Kemudian secara lebih 
khusus, penanganan kecelakaan lalu lintas dilaksanakan sesuai dengan Pasal 228 
Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
Sebagai tindak lanjut dari Pasal 228 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penanganan perkara kecelakaan lalu lintas 
kemudian diatur dengan menggunakan Peraturan Kapolri. Peraturan Kapolri tersebut 
secara lengkap terangkum dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 
2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. 
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Jika dilihat melalui bagan prosedur penghapusan pertanggungjawaban pidana 















Gambar 1. Bagan Dasar (Prosedur Penanganan Perkara Lakalantas) 
Dalam sebuah perkara kecelakaan lalu lintas, teknik penyelesaian yang 
dilakukan yaitu dengan menggunakan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan jalan sebagai landasan dasar. Kemudian secara lebih 
khusus, penanganan kecelakaan lalu lintas dilaksanakan sesuai dengan Pasal 228 
Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
Berita Negara Republik Indonesia 
No. 15 Tahun 2013 (Peraturan 
Kapolri) Tentang Tata Cara 
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Gambar 2. Bagan Penanganan Lakalantas Dengan Proses Pemeriksaan Acara Cepat 
 Secara khusus didalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 
2013, kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan dengan proses pemeriksaan acara cepat 
adalah jenis kecelakaan lalu lintas golongan ringan. Adapun tahap yang paling 
menonjol dalam proses pemeriksaan acara cepat ini adalah musyawarah. 
Dalam proses ini juga akan dibahas pula mengenai ganti kerugian materiil 
yang diantaranya dapat dilakukan dengan cara mengganti biaya kerusakan kendaraan, 
dan/atau mengganti biaya pengobatan kepada pihak yang paling dirugikan. Adapun 
proses ganti kerugian secara perdata ini merupakan hal baru dalam kehidupan 
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peradilan di Indonesia. Hal ini dikarenakan sebelum adanya KUHAP, hanya dikenal 
sistem pemeriksaan terpisah secara mutlak antara perkara pidana dan perdata.
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Apabila ganti kerugian berhasil mencapai kesepakatan, maka proses 
pemeriksaan acara cepat dapat dilanjutkan dengan membuat Surat Kesepakatan 
Damai antara pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas. Kemudian dilanjutkan dengan 
pencatatan dalam buku registrasi perkara kecelakaan lalu lintas. 














Gambar 3. Bagan Penanganan Lakalantas Dengan Proses Pemeriksaan Acara Singkat 
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Proses penanganan perkara kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan proses 
pemeriksaan acara singkat ini pada dasarnya hampir sama dengan proses pemeriksaan 
acara cepat, namun hanya sampai pada tahap pelaksaan ganti kerugian materiil. Hal 
yang membedakan, yakni dalam pemeriksaan acara singkat terdapat proses mediasi.  
Adapun menurut A. Karim Nasution, pemeriksaan acara singkat, yaitu 
“Perkara yang sifatnya bersahaja, khususnya mengenai soal pembuktian dan 
pemakaian undang-undang, dan yang dijatuhkan hukuman pokoknya yang 
diperkirakan tidak lebih berat dari hukuman penjara selama satu tahun”.10 
Kemudian apabila pelaksanaan ganti kerugian materiil telah tercapai 
kesepakatan maka dapat dilakukan pembuatan Surat Kesepakatan Damai antara pihak 
yang terlibat kecelakaan lalu lintas. Namun apabila tidak berhasil, maka akan 
digunakan teknik penyelesaian menggunakan proses mediasi. 
Pelaksanaan proses mediasi ini dilakukan di Kantor Unit Lakalantas Satlantas 
Polres Sragen oleh para pihak. Jika dirasa para pihak membutuhkan mediator sebagai 
penengah, penyelesaian mediasi dapat dibantu oleh pihak penyidik atau penyidik 
pembantu sebagai mediator. 
Dalam hal mediasi berhasil dilakukan dan tercapai sebuah kesepakatan damai, 
maka akan diterbitkan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil 
Penyidikan), dan Surat Kesepakatan Damai. Fungsi Surat Kesepakatan Damai dalam 
hal ini, yakni sebagai bukti bahwa pertanggungjawaban pidana oleh pengemudi 
dinyatakan dihapus berdasarkan kesepakatan antar para pihak. 
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Kemudian apabila mediasi tidak berhasil maka akan dilakukan suatu proses 
pemeriksaan lebih lanjut kepada para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas 
melalui proses pemeriksaan acara biasa.  

















Gambar 4. Bagan Penanganan Lakalantas Dengan Proses Pemeriksaan Acara Biasa 





Tidak Terbukti Bersalah dan Tidak 













Gelar Perkara Biasa (Akhir) 
 
Proses Pemeriksaaan 
Pemeriksaan Acara Biasa 




Penerbitan SPP (Sprindik) 





Proses pemeriksaan acara biasa pada dasarnya diperuntukan untuk menangani 
perkara kecelakaan lalu lintas golongan berat maupun pelimpahan dari proses acara 
singkat yang tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Pelaksanaan proses 
pemeriksaan dengan acara biasa juga merupakan proses yang paling panjang karena 
dalam pelaksanaannya melibatkan pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU). 
Selain adanya sistem pelaporan kepada JPU dan pengawasan penuntut umum, 
dalam proses pemerikasaan acara biasa ini juga diterapkan suatu proses khusus yakni 
proses gelar perkara biasa, apabila telah dilakukan pemeriksaan secara mendalam. 
Dalam proses ini akan diketahui apabila seorang pengemudi benar-benar terbukti 
bersalah ataupun tidak bersalah, sehingga akan tercapai suatu asas kepastian hukum. 
Hal ini juga sesuai dengan peryataan M. Yahya Harahap, dirinya mengatakan 
bahwa “Kalau penyidik sudah berkesimpulan bahwa berdasar hasil penyelidikan dan 
penyidikan tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut tersangka dimuka 
persidangan untuk apa harus berlarut-larut menangani dan memeriksa si tersangka”.11 
Pembebasan pengemudi yang tidak bersalah tersebut tentunya dapat dilakukan 
dengan berbagai macam syarat tertentu dan harus melalui berbagai macam 
pertimbangan. Adapun syarat pokok yang harus terpenuhi, yaitu:
12
 (1) Tidak bersalah 
dan tidak memenuhi unsur tindak pidana; (2) Beriktikad baik dan tidak melarikan diri; 
(3) Keterangan alat bukti yang bersifat menguatkan; (4) Tidak ada tuntutan dari pihak 
keluarga korban; dan (5) Terjadi perdamaian antar kedua belah pihak. 
                                                             
11
  M. Yahya Harahap, 1988, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I, Jakarta: PT. 
Sarana Bakti Semesta, hlm. 152. 
12
  Ipda Sudarmaji, Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas (Kanit Lakalantas) Satlantas Polres Sragen, 




Implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan Terhadap Penghapusan Pertanggungjawaban Pidana Bagi 
Pengemudi Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Ada di Polres Sragen 
Dalam pengimplementasian Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap penelitian ini, akan diangkat beberapa jenis 
perkara kecelakaan lalu lintas yang secara singkat tercantum dalam Berita Acara 
Pemeriksaan (BAP) di Kantor Unit Lakalantas Satlantas Polres Sragen, yaitu: 
“Kecelakaan ini terjadi dikarenakan adanya kelalaian yang dilakukan oleh 
pengemudi motor yang masih duduk dibangku SMA. Kecelakaan bermula dari 
pengemudi motor tersebut yang tidak fokus terhadap jalan, melainkan asik 
mengobrol berdua dengan rekannya, dengan cara bersepeda motor 
berdampingan. Dikarenakan kaget pada saat tikungan, maka terjadi senggolan 
antar keduanya, dan salah satu siswa SMA tersebut terpental ke seberang 
jalan. Dari arah berlawanan kemudian datang sebuah truk gandeng yang sarat 
muatan. Dikarenakan posisi jalan menikung dan terhalang pepohonan, maka 
sopir truk tidak sempat membanting kemudi, dan akhirnya melindas tubuh 
siswa SMA tersebut hingga tewas ditempat”. 
Pada akhirnya setelah menjalani pemeriksaan dengan acara biasa, pengemudi 
truk tersebut dinyatakan tidak bersalah. Adapun penetapan dari pihak Unit Lakalantas, 
dilakukan dengan membuat surat tembusan kepada Kasatlantas dan Kapolres 
mengajukan permohonan SP3 kepada pihak Direktorat Lalu Lintas Polda Jateng. 
Setelah pihak dari Direktur Lalu Lintas Polda Jateng, mempelajari dan 
menganalisa kasus hingga ke TKP, tidak ditemukan unsur kesengajaan maupun 
kelalaian, melainkan murni kesalahan dari pihak ketiga. Dikarenakan tidak terbukti 
bersalah, akhirnya pengemudi truk gandeng tersebut terbebas dari hukuman pidana 




Kendala Dalam Pengimplementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Penghapusan Pertanggungjawaban 
Pidana Bagi Pengemudi Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Ada di Polres 
Sragen 
Pertama, dilihat dari peraturan perundang-undangan yang mengatur, tidak ada 
kendala dikarenakan penanganan kecelakaan lalu lintas tersebut sudah secara lengkap 
dan sangat rinci dalam Berita Negara No. 15 Tahun 2013 (Peraturan Kapolri), 
Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. 
Kedua, dilihat dari penegak hukumnya, yakni kendala yang cukup berat harus 
dihadapi apabila kecelakaan tersebut melibatkan banyak kendaraan dan 
mengakibatkan korban meninggal lebih dari satu orang. Serta apabila kondisi bangkai 
kendaraan ataupun korban sulit untuk dievakuasi. 
Ketiga, dilihat dari faktor masyarakat, sebagian besar yakni tekendala dengan 
akses komunikasi yang harus dilakukan, karena tidak semua orang memiliki nomor 
penting Polres Sragen. Dan juga apabila kondisi kecelakaan lalu lintas jauh dari 
perkotaan, maupun rumah sakit, proses evakuasi akan memakan waktu yang lama. 
PENUTUP 
Kesimpulan 
Pertama, prosedur penghapusan pertanggungjawaban pidana terhadap 
pengemudi dalam kecelakaan lalu lintas di Satlantas Polres Sragen, pada dasarnya 
dilaksanakan dengan menggunakan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kemudian secara lebih khusus, prosedur tersebut 




(Peraturan Kapolri) Tentang Tata Cara Penanganan Lalu Lintas, berdasarkan intruksi 
yang tercantum dalam Pasal 228 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan. 
Kedua, implementasi dari pasal yang terdapat dalam Undang-Undang No. 22 
Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam perkara kecelakaan lalu 
lintas yang ditangani oleh Satlantas Polres Sragen, yang dipergunakan hanyalah pasal 
pokok yang terdapat dalam Bab Kecelakaan Lalu Lintas. 
Ketiga, Kendala yang terjadi biasanya didominasi oleh hal yang berhubungan 
dengan jarak lokasi kecelakaan, waktu atau proses pemeriksaan, dan rumitnya 
birokrasi serta administrasi agar suatu proses penghapusan pertanggungjawaban 
pidana dapat terwujud. 
Saran 
Pertama, untuk Unit Lakalantas Satlantas Polres Sragen alangkah lebih 
baiknya dalam hal prosedur penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas, tetap 
mengutamakan prinsip asas kekeluargaan yang berlandaskan Undang-Undang. 
Kedua, untuk Unit Lakalantas Satlantas Polres Sragen, ketika menerapkan 
pasal didalam peraturan perundang-undangan harus lebih teliti dan adil agar tidak ada 
lagi stigma negatif dari masyarakat dan akan mengangkat kembali citra Polri. 
Ketiga, untuk Satlantas Polres Sragen dalam mengurangi kendala yang banyak 
terjadi, dapat melalui cara menambah unit kamera tersembunyi di jalan raya dan 
memaksimalkan lagi fungsinya untuk mempermudah pengawasan apabila ada 
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